ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya
dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-
XI11/2015 terkait penghapusan syarat domisili calon kepala desa dan perangkat
desa menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, antara lain anggapan hak
warga desa telah dikorbankan demi hak individual calon kepala desa dan
perangkat desa. Di sisi lain, muncul pandangan bahwa terbukanya kesempatan
bagi calon kepala desa dan perangkat desa dari luar domisili membuka peluang
bagi SDM bermutu tinggi untuk memajukan desa.Berdasarkan hal diatas,
dirumuskan permasalahan penelitian: 1)Apa yang menjadi dasar pertimbangan
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 128/PUU-XI11/2015terkait
syarat domisili calon kepala desa dan perangkat desadan 2)Bagaimana implikasi
yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 128/PUU-XI11/2015
terkait syarat domisili calonkepala desa dan perangkat desa.

Penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian
deskriptif analitis.Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder
sebagai data utama dan metode pengumpulan data dengan kepustakaan. Metode
yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul
adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini antara lain:Pertama, pertimbangan hakim dalam memutus
perkara tersebut:1)Prinsip kesatuan NKRI dalamPembukaanUUD1945sebagai
upaya membentuk Pemerintah Negara Indonesia,2)UU No 6 Tahun 2014 disusun
dengan semangat penerapan amanat UUD 1945, 3) Pemilihan kepala desa dan
perangakat desa tanpa mensyaratkan domisili sesuai dengan Pasal 28C ayat (2)
UUD 1945, 4) Status desa dalam UU No 6 Tahun 2014menjadi bagian tak
terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Kedua, putusan tersebut
memunculkan beberapa implikasi, 1)Putusan Nomor 128/PUU-XI111/2015 sebagali
upaya perlindungan dan menghormati HAM serta persamaan kedudukan dalam
pemerintahan, 2)Pemilihan Kepala Desa merupakan rezim Pemerintahan Daerah,
3)Anggapan bahwa hak warga desa telah dikorbankan, 4)Terbukanya peluang
bagi calon di luar domisili dengan SDM bermutu tinggi, 5)Memacu kesadaran
warga untuk berkonstitusi, 6)Putusan MK tersebut dapat menjadi yurisprudensi,
7)Penyesuaian peraturan teknis dibawah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
terkait syarat domisili. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran,
pemerintah agar memberikan sosialisasi terkait putusan tersebut dan memberikan
arahan mengenai syarat pencalonan kepala desa dan perangkat desa, serta lembaga
legislatif lebih memperhatikan kepentingan masyarakat desa dan keadilan dalam
membentuk undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi.
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